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Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak menyebutkan bahwa â€œSetiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, pelanggaran ketentuan ini akan diancam dengan pidana diatur dalam pasal 80
ayat (1) yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana Penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun
pada kenyataannya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak masih terjadi di wilayah Aceh Besar.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan fisik
terhadap anak, penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di polsek jantho, dan hambatan dalam penyelesaian kasus
kekerasan fisik terhadap anak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca buku-buku teks, dan buku-buku terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak, peraturan perundang-undangan, sedangkan
penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik
terhadap anak ialah dengan diselesaikan secara peradilan pidana dan bisa diselesaikan secara mediasi. Upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak yaitu  melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang
perlindungan anak, melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari kejahatan dan
bekerjasama dengan instasi-instasi terkait dengan perlindungan anak meliputi memberikan perlindungan terhadap anak korban
kekerasan.
Disarankan kepada pemerintah untuk sering melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak kepada seluruh elemen masyarakat agar
masyarakat bisa memahami aturan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan disarankan juga agar
penyelesain perkara pidana ringan bisa diselesaikan secara mediasi, atau diselesaikan diluar pengadilan/adat.
